
SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SIJMATERA UIARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 24 TNIUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAMSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

KAE}UPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebljakan

penyederhanaan bimlcasi di lingkungan instansi

pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi

dan tata keda Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan

Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

b. bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 72 Tahun

2O2l tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Keg'a Dinas Sumber Daya Air, Bina

Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum

sehingga perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Sumber Daya AA, Bina Marga. dan Bina Konstruksi

Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1O92);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523aO);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakht dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tatnbahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Keda (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahal kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Iembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2O17

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Peke{aan

Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan
Reformasi Birolcasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 546);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten DeIi Serdang (Lembaran

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O16 Nomor 3)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9

Talrun 2O2L tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Deli Serdang (kmbaran Daerah Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2O21 Nomor 9).
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai qn5q1

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Deli Serdang.

5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan
Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina
Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

7, Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina
Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sumber Daya Air, Bina

Marga dan Bina Konstmksi Kabupaten Deli Serdang.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sumber Daya

Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten DeIi

Serdang.

1O. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai

negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang

berw'enang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas
pemerintahan.

11. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses

penataan birokrasi untuk mewuj udkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan

efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi,

penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
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I 2. Penyederhanaan Struktur Orgalisasi adalah perampingan

unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi

Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.

13. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan

adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam

Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada

Jabatan Fungsional yang setara.

14. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan

pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis

Pega.wai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan

sistem pemerintahan berbasis elektronik.

15. Tlrgas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan

kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

16. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya

mempunyai hubungan yang erat untuk
menyelenggarakan tugas pokok.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(l) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang sektor sumbr daya air, sektor

bina firarga, sektor bina konstruksi yang menjadi

kewenangan daerah.

(2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air,

Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Deli Serdang.
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{3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kabupaten Deli Serdang seba8aimana dimaksud pada

ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya

air, sektor bina marga, selrtor bina konstruksi yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

(4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kabupaten Deli Serdang merupakan Perangkat Daerah

dengan Tipelogi B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN NOMENKLATUR

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA

DAN BINA KONSTRUKSI

Pasal 3

(l) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga

dan Bina Konstruksi terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir;

d. Bidang Bina Marga;

e. Bidang Bina Konstruksi;

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari :

a. Sub Bagran Umum;

b. Sub Bagran Program;

c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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(a) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Bina Konstruksi sebaeaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Kelompok jabatan fungsional sebegaimana dimaksud pada

Pasal 3 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan keahlian

dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur

ketentuan yang berla-ku.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang- undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

{4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan

peraturan perundan g- undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undalgan.

Pasai 5

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat(4), dan ayat (5) adalah

kelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh

pejabat yang berwenang dalam pelalsanaan kegiatan yang

sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas

pemerintahan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1| terdiri atas sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai6als dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai
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dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

(a) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {3)

melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator

dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

pada satu kelompok substansi pada masing-masing

pengelompokan uraian fungsi.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian

atas usulan pejabat yang berwenang.

{6) Ketentuan mengenai pembagran tugas Sub Koordinator

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1). Tugas Pokok Fungsi, Uraian T\rgas dan Bagan Struktur

Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II

sebagai bagran y-ang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(2). Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Sub

Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagan, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT

serta Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional,

sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi,

memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan,

bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-masing

nraupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah

sesuai dengan tugas masing-masing.
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BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal B

(l) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Prata.ma;

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa

atau Jabatan Administrator;

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb

atau Jabatan Adrninistrator;

(4) Kepala Sub Bagian dal Kepala UPT Kelas A merupakan

jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas;

(5) Kepala Sub Bagran Tata Usaha UPT Kelas A dan Kepala

UPT Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVb

atau Jabatan Pengawas.

(6) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

merupakan Penyetaraan Jabatan Pengawas ke Dalam

Jabatan Fungsional.

BAB VI

XETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(l). Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan

pengukuhan pemarlgku jabatan perangkat daerah yang

lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sampai dengar diangkat dan dikukuhkan sebagai

pemangku jabatan perangkat daerah berdasarkan

Peraturan Bupati ini.

(2). Pemangku Jabatan Sub Koordinator yang sudah

dilalsanakan pengangkatan dan pengukuhannya masih

tetap melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas

sampai dengan ketentuan tentang tugas pokok, fungsi dan

uraian tugas jabatan Sub Koordinator ditetapkan.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal l0

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Deli Serdang Nomor 72 Tahun 2O2l tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Ke{a Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O21 Nomor 72) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 30 Mei 2022

BT'PATI DELI SERDANG

ASHARI TA}IBUIYAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tansgal 3O Mei 2O22

SEXRETARIS DAERAII
rABI'PATEIT DELI SERDANG

DARWIIC ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O22 Nomor : 24

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KE BAGI HUKUM

MU MUSLIH SIREGAR, SH

ttd

ttd

NrP. 19840820 201001 1 017
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER( IYA AIR,
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKS] KABUPATEN
DELI SERDANC

Diundangkan di Lubuk Pakam
padatanggal 3QMei2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATETT DELI SERDANG

ttd

DARTNI{ ZEII|

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor :24

rampira( Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kefa Dinas Sumber Daya AA, Bina Marga dan Bina
Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 24 Tahrn 2022
Tanggal : 30 Mei 2022

BUPATI DELI SERDAITG

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BAG HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

ASHARI TAMBUNAIT

ttd

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUXSI

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan
Fungsional

Sub Koordinator dan
Kclompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian
Umum

Sub Bagian Program

Bidang Bina Marga Bidang Bina Konstuksi

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatal Fungsional

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

UPT

IIIIIIII I

III II

Bidang Sumber Daya Air daa
Penanggulangan Banjir

Sub Koordinator dan
Kelompok Jabata, Fungsional



l^ampiran II

DtrTAS SI'UBE,R DAYA AIR. BIITA UARGA DAJI BIIIA KOI{STRI'NSI

KABUPATEIT DELI SERDAITG

:Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi serta Tata Ke{a Dinas
Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina
Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 24Tahurl2O22
Tanggal : 3O Mei 2022

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya

Air dan Penanggulangan Banjir, Bina Marga serta

Bina Konstruksi;

2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Sumber Daya Air dan

Penanggulangan Banjir, Bina Marga serta Bina

Konstruksi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Bidang

Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir, Bina

Marga serta Bina Konstruksi;

4. Pembinaan teknis Bidang Sumber Daya Air dan

Penanggulangan Banjir, Bina Marga serta Bina

Konstruksi;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati

terkait tugas dan fungsinya.

1. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Sumber

Daya air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan, perencanaan dan

pengawasan kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan

Penanggulangan Banjir, Bina Marga dan Bina

Konstruksi;

Uraian Tugas

1

Kepala DinasNama Jabatan Eselon Il.b /
Jabatan Pimpinan Tingg

Pratama

Unit Ke{a Eselon II.b /
Pimpinan Tinggi Pratama

Dinas Sumber Daya Air

Konstruksi

Bina Marga dan Bina

Tugas Pokok Membantu Bupati menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang sektor sumhr daya air, sektor bina marga, sektor

bina konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi

I

I

I

I

I
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3. Menetapkan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya

Air dan Penanggulangan Banjir, Bina Marga serta

Bina Konstruksi;

4. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan

administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis

(UPT)Dinas;

5. Mengoordinasikan tindak lanjut pengaduan

masyarakat lingkup Bidang Sumber Daya Air dan

Penanggulangan Banjir, Bina Marga serta Bina

Konstruksi;

6. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda

Reformasi Birokrasi Dinas Sumber Daya air, Bina

Marga dan Bina Konstruksi;

7. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) laporan Kine{a Instansi Pemerintah

(LKIP), l,aporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), Iaporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kineg'a

Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RI(A dan DPA

APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar

Pelayanan (SP), Suwey Kepuasan Masyarakat (SKM),

Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Ke{a (ABK}

serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaafl tugas bawahan;

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan;

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisan maupun tertulis; dan

1 1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

SekretarisNama Jabatan Eselon III.a

/ J abatan Administrator

2

Unit Kerja Eselon II.b /
Pimpinan Tinggi Pratama

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi

Unit Ke{a Dinas Sumber Daya Air

Konstruksi

Bina Marga dan Bina

I

I
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Membantu Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga

dan Bina Konstruksi dalam melaksanakal tugas

lingkup Sekretariat.

Tugas Pokok

Fungsi

Uraian Tugas

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas

Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
2. Pelaksanaan tugas sekretariat yang rneliputi

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

dan program;

3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan

kegiatan sekretariat;

4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan

kesekretariatan di lingkungan Dinas Sumber Daya

Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.

1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;

2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, program dan

keuangan;

3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, program dan keuangan;

4. Mengoordinasikan pelaksa-naan tugas Bidang;

5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, program dan keuangan;

6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

(LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kine4'a

Utama (IKU), Rencana Keda (Renja), RKA dan DPA

APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar

Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),

Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja

(ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas

Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;

7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi

Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Sumber Daya Air,

Bina Marga dan Bina Konstruksi;

I
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8. Merumuskan Perjanjian Kin

9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sekretariat;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisan maupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

Kepala Sub Bagran Umum

erja (PK) Sekretariat;

Nama Jabatan Eselon IV.a

I Jabatan Pengawas

Unit Ke{a Eselon III.a /
Admirristrator

Sekretariat

Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air

Konstruksi

Bina Marga dan Bina

Tugas Pokok

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagran

Umum;

2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian;

3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan

prasarana rumah tangga Dinas;

4. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas;

5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang

ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan,

kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi;

6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat

menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

7. Menyusun rencana dan Agenda Reformasi Birokrasi

Dinas Sumber Daya AA, Bina Marga dan Bina

Konstruksi;

Uraian Tugas
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Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas

lingkup Sub Bagian Umum.

I
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I
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8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi

Publik dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas

Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;

9. Memfasilitasi penJrusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP), serta penyusunErn Analisis Jabatan

(Anjab), dan Analisis Beban Ke{a (ABK) Dinas

Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;

10. Menyusun Pe{anjian Kinerja (PK) Sub Bagran

Umum;

11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub

Bagian Umum;

12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi keq'a pelaksanaan tugas bawahan;

13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisan maupun tertulis; dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagran

Program;

2. Menyusun Renja dan Evaluasi Renja Dinas serta

perubahannya;

3. Menyusun Renstra dan Evaluasi Renstra Dinas serta

perubahannya;

4. Menyusun Perjanjian Kineg'a, I-aporan Kineg'a,

Laporal Keterangan Pertanggungiawaban dan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas

Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstmksi;

Uraian Tugas

5

Nama Jabatan Eselon IV.a

/ Jabatan Pengawas

Kepala Sub Bagian Program

Unit Ke{a Eselon III.a /
Administrator

Sekretariat

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi

Unit Kerja

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas

lingkup Sub Brgan Program.

Tugas Pokok

I
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5. Menyusun RKA dan DPA APBD Dinas serta

Perubahannya;

6. Menyusun rencana umum pengadaaan barang dan
jasa Dinas berbasis sistem;

7. Melaporkan evaluasi realisasi anggaran dinas

berbasis sistem;

8. Menyusun Perjanjian Kinerja {PK) Sub Bagian

Program;

9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub

Bagian Program;

10. Melal<sanal<an monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

1 1. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

12, Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisaa maupun tertulis;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

Nama Jabatan Eselon III.b

/ Jabatan Administrator

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Penanggulangan

Banjir

Unit Kerja Eselon II.b /
Pimpinan Tinggi Pratama

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi

Unit Ke{'a Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dal Bina

Konstruksi

Tugas Pokok Membantu Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga

dan Bina Konstruksidalam melaksanakan tugas lingkup

Bidang Sumber Daya Air dal Penanggulangan Banjir.

Fungsi 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang

Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program

Bidang Sumber Daya Air dan Penanggulangan

Banjir;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang

Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir.

Uraian Tugas
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1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Sumber I

Daya Air dan Penanggulangan Banjir; 
I

2. Merumuskan bahan kebijakan Bidang Sumber Daya 
I

Air dal Penanggulangan Banjir; 
I



Uraian Tugas l. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Bina

Marga;

2. Merumuskan Pengolahan data dan informasi

penyusunan program jalan dan jembatan;

3. Mengoordinasikan dengan instansi terkait

pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;

4. Melaksanakan bimbingan telaris Bidang Bina

Marga;

5. Mengevaluasi program dan kegiatan Bidang Bina

Marga;

6. Mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan

drainase jalan;

7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup

Dinas maupun instansi teknik dalam rangka

pembinaan dan pengembangan Bidang Bina Marga;

8. Merumuskan Pe4'anjian Kineqia (PK) Bidang Bina

M*g;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bidang Bina Marga;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi ke{a pelaksanaan tugas bawahan;

1 1. Menyampaikan laporan pelaksaaaan tugas kepada

atasan;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan secara lisan maupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Bina

Marga.

Nama Jabatan Eselon III.b

/ J abatan Administrator

Kepala Bidang Bina Konstruksi

Unit Keda Eselon II.b /
Pimpinan Tinggi Pratama

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi

Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air

Konstruksi

Bina Marga dan Bina
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T\rgas Pokok Membantu Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga

dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas

lingkup Bidang Bina konstruksi.

Fungsi l. Penyiapan bahan perumusar kebijakan Bidang

Bina Konstruksi;

2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Bina

konstruksi;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Bina

konstruksi;

Uraian Tlrgas l. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Bina

Konstruksi;

2. Mengoordinasikan studi kelayakal, survei,

investigasi, rencana teknis/ desain dan estimasi

biaya pembangunan prasarana jalan dan

kelengkapannya, jembatan dan sumber daya air;

3. Melaksanakan bimbingan telaris Bidang Bina

Konstruksi;

4. Melaksanakal pengendalian kegiatan Bidang Bina

Konstruksi;

5. Melaksanalan pengendalian penerapan analisis
harga satuan pekerjaan;

6. Melaksanakan pembinaan terhadap para pelaku

jasa konstruksi;

7. Melaksanakan koordinasi dengan unit keda lingkup

Dinas maupun instansi telmik dalam bidang jatan,

dan kelengkapannya, jembatan dan sumber daya

air;

8. Merumuskan Pe{anjian Kinerja {PK) Bidang Bina

Konstruksi;

9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bidang Bina Konstruksi;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan;
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12. Menyampaikan saran dal pertimbangan kepada

atasan secara lisan maupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.
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